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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara hukum yang mengikuti tradisi hukum 

kontinental, hal ini menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai salah 

satu sendi utama dalam sistem hukum nasionalnya. Dengan demikian 

pembangunan nasional akan selalu diiringi juga dengan pembangunan sistem 

hukum berkelanjutan dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan akan 

perkembangan struktur hukum dengan budaya hukum. Peraturan perundang-

undangmerupakan hukum yangdibentuk olehpembentuknya yang memiliki 

daya berlaku dan dapat bersifat perintahmaupun larangan terhadap rakyat dan 

warga negara.  

Penghargaan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan 

menjadi salah satu ciri yang dianut oleh sistem hukum kontinental. 

Sistemhukumkontinental mengutamakan hukum tertulis yang berupa 

peraturanperundang-undangan yangmerupakan produk legislasi sebagai sendi 

utama sistem hukumnya.1Peraturan perundang-undangan sebagai komponen 

penting dalamkesatuansistem hukum nasional harus dibangun dan dibentuk 

secaraterintegrasi untukmemberikan jaminan bahwa pembangunan sistem 

hukumnasional dapat berjalandengan teratur, ada kepastian hukum dan 

memberikankemanfaatan bagiterpenuhinya kebutuhan rasa keadilan dan 

                                                 
1 Al Atok, A. Rosyid, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Malang: 

Setara Pers, 2015, hlm. 1. 



 

 

2

kemakmuran masyarakat sesuai denganamanat pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). 

UUD NRI Tahun 1945 sendiri tidakpernah menjelakan dengan pasti 

makna dari Peraturan Perundang-undangan. Namunmaknanya sendiri telah 

dirumuskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011yang telah diubah 

menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentangPembentukan Peraturan 

Perundang-undangan.Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa peraturan 

perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum 

yang mengikat secara umum dan dibentuk atauditetapkan oleh lembaga negara 

ataupejabat yang berwenang melalui prosedur yangditetapkan dalam Peraturan 

Perundang-undangan. 

Diperiode kedua kepemimpinan Jokowi sebagai presiden berusaha 

meningkatkan investasi, salah satunya yaitu dengan melakukan gebrakan 

perubahan terhadap peraturan yang dianggap menjadi hambatan dalam 

berivestasi. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penyederhanaan terkait 

dengan regulasi dan sekaligus merevisi beberapa undang-undang melalui 

omnibus law, yaituUndang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Omnibus law merupakan teknik pembentukan undang-undangbaruyang pada 

mulanya dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengadakanperubahan atas 

beberapa undang-undang yang ada secara sekaligus.2 

 

                                                 
2 Assidiqie, Jimly, Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia, Jakarta: Konstitusi 

Press, 2020, hlm. 4. 
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lBarbara lSinclair, mendefinisikanlomnibusl law lsebagai 

“Legislationlthatladdreses numerousandlnotlnecessarily relatedlsubjects, lissues, 

andllprograms, and thereforel is usuallyl highly complexl and llong, isl reffered 

tolas lomnibus llegislation”.3Devinisi ini menekankan bahwaomnibusl 

lawlsebagaillsatu lundang-undang yanglmemuat banyakl hal namunl belum tentul 

apa lyang dimuat adalahl subyek,isul atau programl yang salingl terkait. Jadil 

dapatl dipahami bahwalomnibus lawlmerupakan metodel yang digunakanl 

untukmengubahl ataumenggabungkanl banyak materil undang-undangl yang 

ldisusunmenjadi satulsehingga menjadil suatu lundang-undang lyang lutuh. 

Mencermati kondisil Indonesial saatl inil yangl menunjukkan 

lbahwapertumbuhan jumlahl usia produktifl yang sangatl tinggi tidakl 

diimbangidenganl peningkatan kualitaslsumber dayal manusia danl ketersediaan 

llapanganpekerjaan.lAkibatnya, banyak masyarakatl Indonesia tidakl memiliki 

lpekerjaan.Beranjak daril hal ltersebut, Pemeritah melakukanl berbagai lupaya 

strategisdalaml rangka memenuhil hak atasl pekerjaan danl penghidupan lyang 

layakmelaluil peningkatan linvestasi, penguatan lUMKM, dan lpeningkatan 

kualitasSDMl yang dirumuskanl dalam lUndang-Undangl No. 11l Tahun l2020 

tentangl Cipta lKerja(Undang-UndangllCipta lKerja). 

Untukl memastikan pembentukanl peraturan lperundang-undangan 

ldiIndonesia dapatl mendukung tegaknyal prinsip negaralhukum makal 

diperlukan tertiblperaturan lperundang-undangan danltertib lpembentukan 

peraturanl 

                                                 
3 Krutz, Glen S., Hitchicing a Ride: Omnibus Legislation In U.S.Congres, Ohio State: 

University Press, 2001, hlm. 3. 
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lperundang-lundangan. Tertiblpembentukanl peraturanl perundang 

undanganlharus dirintisl sejak saatlperancanaan sampail dengan 

lpengundanganya, olehsebabl itukehadiranl suatu peraturanl adalah 

sebuahlkeniscayaan luntuk mewujudkan lhal ltersebut 

Salahl satu politikl hukum pembentukanlundang-undang pembentukan 

peraturan perundang-undangan adalah upayapenyempurnaan terhadap 

kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004ltentang 

Pembentukanl Peraturan lPerundang-undangan, yangl diantaranyal 

soalltekniklpenulisanl rumusanl banyak yangl tidak lkonsisten, hal inilahl 

yanglmelatar belakangi lahirnyal Lampiran Il dan IIlUndang-Undang No. 12l 

Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yanglberupaya mewujudkanllkonsistensi, kebakuanl danl kepastian 

metodeldalam lrangka mewujudkan tertibl pembentukan peraturanl 

perundanglundangan. 

Pembentukanlundang-undanglsecara lkonstitusional, tidak diaturl secara 

lebihl terperinci dalaml UUDlNRI Tahun 1945. Oleh karenanya Pasal 22AUUD 

NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa ketentuanl lebihllanjutl tentangl tatal cara 

pembentukanl undang-undangl diatur denganl undang-undangl yakni lUndang-

Undangl No. 12l Tahun 2011l tentangPembentukanl Peraturan lPerundang-

lundangan. Artinya UUD NRI Tahun 1945 telah 

hanyamendelegasikankewenangan konstitusional pembentukan 

peraturanperundang-undangankepada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 

tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga semua 
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pembentukan perundang-undanganharus tunduk padanya tanpa terkecuali 

termasuk Undang-Undang Cipta Kerja 

Konsekuensi sebuah negara hukuml yangl demokratis diperolehl atasl 

dasarlatribusil sebagail sumber kewenanganl dalam melakukanl setiap 

ltindakan,sehingga melahirkanlasas wetmatigheidl van lbestur. Di lapangan 

Hukum Tata Negara (HTN) asas ini mengandung artibahwa setiap tindakan 

pemerintahan (badan/pejabat pemerintahan) itu harus ada dasar hukumnya 

dalam suatu peraturan perundang-undangan.Olehl karenanyal untukl dapatl 

menyatakanl sebuahl produkpemerintahl merupakan peraturanl perundang-

undanganlharuslah ditelusuril atau diujil sumberlkewenangannya. Peraturan 

kebijaksanaanltidak didasarkanl pada kewenanganl pembuatanlundang-undang, 

olehl karena itultidak termasukl peraturan lperundang-undangan yanglmengikat 

lumum, tetapi diletakkanl pada wewenangl pemerintahan suatul organ 

administrasilnegara danl terkait denganl pelaksanaan lpemerintahan.4 

Pada kenyataannya, undang-undang tersebut terbilang kontroversi. 

Betapa tidak, sebelum diketok dalam Rapat Paripurna pada Senin 5 

Oktober2020, pembahasannya mencapai 64 kali rapat, termasuk saat masa 

resesanggota Parlemen.Gelombang aksi penolakan Undang-Undang Omnibus 

Law Cipta Kerja juga terus berlanjut. Ribuanl mahasiswal akanl menggelarl aksil 

demonstrasi dil Istana lMerdeka. Massa mendesakl Presiden Jokol Widodo 

mengeluarkanl Peraturan Pemerintahl Pengganti lUndang-Undang (lPerppu). 

                                                 
4 Marbun, SF., Hukum Administrasi Negara I, Cetakan Kedua (Revisi), Yogyakarta: FH 

UII Press, 2018, hlm.244. 
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lMerdeka.coml mencatatl aksil unjukl rasa yangl dilakukan olehl sejumlah 

elemenl buruh maupunl mahasiswa dil kota-kotal besar sepertil Bandung, 

lBanten, Tangerang, lBogor, Bekasi, lSolo, Surabaya, sampailMakasar ldan 

sejumlah kotal di Sumateral sejak lSenin, 6l Oktober l2020. Paral demonstran 

turutl menyuarakan aspirasinyal terkait penolakanl terhadap lUndang-Undang 

Ciptakerl yang barul saja disahkanl olehlDewan Perwakilan Rakyat (DPR)lpada 

lRapat lParipurna. Alasan aksi tersebut bertujuan mendesakl Presidenl 

Jokowillmengeluarkan lPerppu, guna membatalkanlUndang-Undangl 

CiptalKerja.5 

Pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja banyak dianggap sebagian 

kalangan cenderung tergesa-gesa, ini tentu akandapat menghasilkan produk 

yangkurang maksimal. Hal ini tentu dapatdilihat bagaimana tidak cermatnya 

penyusunan Undang-Undang CiptaKerja sehingga masih banyak 

substansiyang cenderung bermasalah namuntetap dipertahankan. Selain itu, 

aspekpartisipatif yang cenderung terlihateksklusif sangat terlihat 

dalampenyusunan. Serikat buruh tidak diajakberunding dan tidak 

didengarkanaspirasinya, padahal begitu banyakpasal yang bersentuhan 

langsungdengan para buruh ini. Belum lagipenggunann metode omnibus 

lawsebagai langkah penyusunan yangmemang belum diatur dengan 

payunghukum yang jelas sehingga berpotensimenghasilkan aturan 

yanginkonstitusional. 

                                                 
5  Sari, Henny Rachma, Perjuangan Menolak UU Cipta Kerja, Online: https://www. 

merdeka.com/peristiwa/perjuangan-menolak-uu-cipta-kerja.html, tanggal 10 April 2022. 
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Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerjabanyak menuai pelemikdan 

penolakan dari masyarakat hal tersebut dapat dimungkinkan sama 

penyebabnya karena tidak ada keterbukaan publik dan masyarakat 

merasatidak dipintai aspirasinya. Seharusnya ada keterbukaandalam proses 

pembentukan undang-undang tersebut, baikdari sejak awalpembuatan hingga 

saat sudah di sahkan dalam bentuk fisikundang-undang omnibus law.  

Kenyataannya di berbagai situs resmipemerintah dan DPR tidakada 

yang mempublis draf rancangan undang-undang Omnibus Law 

tersebut.Dengan tidak adanya draf undang-undangOmnibus Law yang dipublis 

di berbagai situs Pemerintah dan DPRakhirnya banyak yang berasumsi bahwa 

penyusunan regulasi hanyamelibatkan segelintir elite kepala daerah dan 

asosiasi pengusaha saja.Sehingga wajar dari berbagai kalangan 

masyarakatbanyak yang merasatidak dilibatkan dalam pembentukannya yang 

terkesan diam-diam dantidak menerapkan asas keterbukaan. 

Berdasarkanl uraianl latarl belakangl tersebut, makalpenulisl tertarik 

menelitillebih lanjutlterkaitl dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja 

yang difokuskan pada pembahasan asas keterbukaan dan menetapkan judul 

“Penerapan Asas Keterbukaan dalam Proses Pembentukan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkanl uraianl latarl belakangl dil atas, makal pokok masalahl yang 

akanl dibahas dalaml penelitian inil dirumuskan lsebagai lberikut: 
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1. Bagaimanakah asas keterbukaan pembentukan undang-undang menurut 

Undang-Undang lNo. 12l Tahunl 2011l tentangl Pembentukan lPeraturan 

Perundang-lundangan? 

2. Bagaimanapenerapan asasl keterbukaanl dalaml proses pembentukan 

lUndang-Undangl Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuail denganllatar belakang dan rumusanl masalahl yangl telahl 

dikemukakanl di latas, maka tujuanl yang dicapail dalam penelitianl ini ladalah: 

1. Untuk mendeskripsikanl asas keterbukaan pembentukanl undang-undangl 

menurut lUndang-Undangl No. 12l Tahun 2011l tentang lPembentukan 

Peraturan lPerundang-lundangan. 

2. Untuk mengkajipenerapan asas keterbukaan dalaml prosesl 

pembentukanllUndang-Undangl Nomor 11l Tahun 2020l Tentang lCipta 

lKerja? 

D. Manfaat Penelitian 

Hasill penelitianl inil diharapkanl dapatlbermanfaat bagil para lpembaca 

dan semual pihak yangl berkaitan denganl penelitian lini. Adapun lmanfaat 

penelitian lini: 

1. lSecara lteoritis, menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum bagi 

kalangan akademisi khususnya hukum tata negara dan bagi masyarakat 

tentang pentingnya asas keterbukaan dalam pembuatan peraturan 

perundang-undangan, khususnya terkait dengan undang-undang omnibus 



 

 

9

law seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Hasill penelitianl inil jugal 

menambahl referensi kepustakaanl serta dapatl dijadikan rujukanl atau 

perbandinganl bagi penelitianl sejenis lselanjutnya.  

2. lSecara lpraktis, sebagail masukan bagil pemerintahldan anggota legislatif 

agar dalam pembuatan pereaturan perundang-undangan harus sesuai 

dengan tatal caral pembentukanllundang-undangl diatur denganl undang-

undangl yakni lUndang-Undangl No. 12l Tahun 2011l tentanglPembentukan 

Peraturan lPerundang-undanganl dan memenuhil asas 

pembentukanperaturan perundang-undangan khususnya asas keterbukaan 

agar menghasilkan produk yang baik.  

E. Tinjauan Pustaka  

Tinjauanl pustakal menyajikan penelitianl terkait atau referensi primer 

yang aian digunakan dalaml penelitianllini. Hasill penelusuranl peneliti lterhadap 

penelitian-penelitianl ilmiah sebelumnyal dapat dijadikanl peneliti lsebagai 

bahan lrujukan.Berikut beberapal literatur yangl masihberkaitanl dengan 

permasalahanl dalam lpenelitian lini.  

1. Dalimunte,6 “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

pembentukan undang-undang menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitianl inil merupakan 

                                                 
6 Dalimunte, Dermina, “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, 
No. 2, Juli-Desember 2018:59-75. 



 

 

10

penelitianl studi kepustakaanl dengan pendekatanl penelitian lnormatif. 

Adapun sumberl data penelitianl berasal daril datal sekunderl dan dianalisis 

denganl menggunakanl analisis kualitatif.  

Hasil penelitian disimpulkan bahwa lpembentukan lundang-undangl 

menurut lUndang-Undangl Nomorl 12l Tahunl 2011 tentangl Pembentukan 

Peraturanl Perundang-lundangan, meliputi tahapan: perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penyebarluasan. Proses 

terbentuknya undang-undang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki hal-hal 

baru, antara lain RUU yangl berasall darillDPR, Presidenl dan DPDl harus 

disertail denganl rancangan lundang-undang lakademik, setelah keputusan 

MK Nomor 92 Tahun 2012, DPD ikut serta dalam pembahasan RUU di 

tingkat II meskipun belum sampai pada tahap pengambilan keputusan. 

2. Matompo dan Izziyana,7“KonseplOmnibus Lawl dan Permasalahanl RUU 

lCipta lKerja”.  

Penelitianl inil bertujuan untuk mendeskripsikan konseplomnibusl 

lawldanl permasalahanl dalam RUUl Cipta lKerja. Penelitian inil merupakan 

penelitianl hukum normatifl (normative legall research) ldengan 

menggunakan pendekatanl yuridis normatifl (normative legall research), 

yaitul penelitian hukuml yang dilakukanl dengan caral meneliti lbahan 

pustaka ataul data lsekunder. Pembahasan dalaml penelitian inil didasarkan 

padal aturan lundang-undanganldan prinsipl hukum yangl berlaku lserta 

                                                 
7 Osgar Sahim Matompo & Wafda Vivid Izziyana, “Konsep Omnibus Law dan 

Permasalahan RUU Cipta Kerja”. Jurnal Rechstaat Nieuw ISSN 2541 2175, Vol. 5, No. 1, Oktober 
2020, hlm. 22. 
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menganalisis laturan-aturan hukuml yang menjadil sumber pedomanl dalam 

Konsepl omnibusl lawdan permasalahanl RUUlCipta lKerja. 

Hasil penelitian disimpulkan bahwa konseplOmnibusl Lawlmemilikil 

karakteristikl mampu mengubahl dan menghapusl beberapa regulasil 

menjadi satul peraturan yanglmampu mencakupl seluruh laspek. Proses 

pembentukanl yang singkatl mampu menggantil puluhan lundang-undang 

menjadil satu regulasil yang lsejalan. Sejauh inil tidak diaturl secara jelasl 

didalam lUndang-UndanglNo. 12lTahun 2011l tentang lPembentukan 

lPerundang-Undangan. Seharusnyal regulasi konsepl pembentukanlundang-

undangtersebutldiaturlebihldulu agarl pesanbaikl yang terdapatl pada 

konsepltersebut mampul dilaksanakan denganl baik sehinggal tidak 

menimbulkanl permasalahan barul dilmasyarakat.Pemerintahl berupaya 

menerapkanlomnibusl lawuntukl cipta lapanganl kerja. Tetapil tidak 

diimbangil dengan substansil regulasi yangl mampu menghindaril konflik-

konflikl yang telahl terjadi selamal ini. Secaral yuridis perubahanl tersebut 

semakinl mempersempit ruangl gerak paral buruh untukl memperjuangkan 

lhak-hakya danl memberikan dominasil kaum pengusahal untuk lmelakukan 

eksploitasil terhadap lburuh. 

3. Disurya, Suryati, dan Sardana,8“Pelanggaran Asas dalam Penyusunan 

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja”. 

Pasca disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-

undang,banyak kalangan melakukanpenolakan terhadap Undang-undang 

                                                 
8 Disurya, Ramanata., Suryati, dan Sardana, Kayang.,8 “Pelanggaran Asas dalam 

Penyusunan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja”.Solusi, Vol. 19, No. 1, Januari 2021, ISSN 
Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X, hlm, 25-34. 
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ini dengan berbagai sudut pandang baik proceduralmaupun substansi. 

Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran asas 

dalampenyusunan dan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja. Metodel 

yangldigunakanl dalamlpenelitianl ini adalahl penelitian lhukum lnormatif. 

Hasildaril penelitianl ini ladalah, secara umumUndang-undang Cipta Kerja 

melanggar beberapa asas seperti, (1) Asas Kecermatan jikadikaitkan 

dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak 

(AAUPB), (2)Asas Partisipatif jika merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) 

UUD1945 serta Undang-Undang No. 12Tahun 2011, (3) Serta asas 

konstitusionalitas terkait Omnibus Law 

4. Alhakim dan Ginting,9“Analisis PembentukanllUndang-Undangl Ciptal 

Kerjal padal Tahapan Perencanaanl dan Penyusunanl berasarkan lUndang-

Undangl Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.  

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah 

tahapanpembentukanUndang-Undang Cipta Kerja sudah sesuai dengan 

prosedurpembentukan peraturanyang diatur pada Undang-

UndangIndonesia. Hasilpenelitian menemukan bahwaperan pemerintah 

untuk menjalankan Hakdan Kewajiban Negara tidak selalu sesuaidengan 

hukum yang ada, seperti pada kasus pembentukan Undang-Undang 

CiptaKerja pada tahapan perencanaan dan penyusunan.Ternyata Naskah 

                                                 
9 Alhakim, Abdurrakhman., dan Ginting, Egia., “Analisis Pembentukan Undang-Undang 

Cipta Kerja pada Tahapan Perencanaan dan Penyusunan berasarkan Undang-Undang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, CoMBInES, Conference on Management, 
Business, Innovation, Education, and Social Science, Vol. 1, No. 1, 2021:284-296. 
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Akademik danDasar Penyusunan pada Program Legislasi Nasional Tahun 

2020 tidak memilikikekuatan hukum, begitupula Ketentuan Judul, 

Ketentuan Umum, danKetentuanPidana yang juga tidak sesuail denganl 

TekniklPenyusunanlPembentukanl PeraturanlPerundang-lundangan. 

5. Asyari,10“Asasl Keterbukaanl dalaml Pembentukanl Peraturanl Daerah (Studil 

Kasus dil Kabupaten lLombok lTengah)”.  

BerdasarkanlUndang-Undangl Nomorl 23 Tahunl 2014 ljuncto 

lUndang-Undang Nomorl 12 lTahun l2011, masyarakat berhaklmemberikan 

masukanl secara lisanl dan ataul tertulis dalaml pembentukan 

lperaturanlperundang-undangan. Pemerintahl daerah yangl demokratis dapatl 

dikaji darildua laspek,yakni aspekl tatanan prosesl dan lsubstansi. Penelitian 

lini dalamrangkal mengetahui danlmenganalisis penerapanl asas 

lketerbukaan,mekanisme partisipasil masyarakat, danl kendaladalaml 

pembentukanPeraturanl Daerah dil Kabupaten Lombokl Tengah. Jenisl 

penelitianlyang digunakan merupakanl penelitian hukuml dengan 

pendekatanl perundang-lundangan,sosio-llegal, konseptual danl komparatif. 

Sumberl bahan lhukumdalam penelitianl ini terdirildari primerl dan 

lsekunder. Teknik pengumpulanlbahan hukuml yaitu teknikl 

studidokumentasil dan wawancaral (interview)denganl responden yangl 

terbatas. Teknikl analisisyangl digunakan dalaml penelitian inil adalah 

analisisl deskriptif lkualitatif. 

                                                 
10 Asyari, “Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di 

Kabupaten Lombok Tengah)”, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, Oktober 
2017:81-96. 
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Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ssas keterbukaan 

dalampembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah 

telahditerapkan namun belum optimalkarena mekanisme penerapan asas 

keterbukaan yang berhubungandengan partisipasi masyarakatbelum 

sepenuhnya sesuai denganprosedur dari Tata Tertib DPRDKabupaten 

Lombok Tengah.Asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah 

di Kabupaten Lombok Tengah telah diterapkan namun belum 

optimalkarena mekanisme penerapan asasketerbukaan yang berhubungan 

dengan partisipasi masyarakatbelum sepenuhnya sesuai dengan 

prosedur dari Tata Tertib DPRDKabupaten Lombok Tengah. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenisl Penelitianl 

Penelitianlinilmenggunakan jenislpenelitianlkepustakaanl 

(libraryllresearch). Penelitianl kepustakaanl adalahl penelitian yangl 

dilaksanakan denganl menggunakanl literatur (lkepustakaan), baikl berupa lbuku, 

catatan, maupunl laporan hasill penelitian lterdahulu.11 Penelitianl 

kepustakaanl(library research)diperoleh dari buku yang berhubungan dengan 

permasalahan utama.Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, 

catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah 

yang dipecahkan.12 

                                                 
11 Hasan, Iqbal,Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, 

hlm. 5. 
12Nazir, Moh., Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 79. 
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Penelitianl inil merupakanljenisl penelitianl kepustakaan (libraryl 

research)yangl identik denganl kegiatanl analisisl teksl ataullwacana. lKegiatan 

analisisl tersebutlbertujuanl untukmenyelidikil suatu lperistiwa, baik lberupa 

perbuatan ataul tulisan yangl diteliti untukl mendapatkan lfakta-fakta 

lyangtepat.13Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting, dimana 

setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, kemudian melakukan 

kajian berkaitan dengan teori topik penelitian. Pencarian teori, peneliti 

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang 

berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, 

majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan 

permasalahan terkait asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Pendekatanl Penelitianl 

Pendekatanl penelitianlmenggunakanl penelitianl hukumllyuridis lnormatif. 

MenurutlSoerjonolSoekantolpendekatan yuridisl yaitu penelitianl hukum 

lyangdilakukan denganl cara menelitil bahan pustakal atau datal sekunder 

lsebagai bahan dasarl untuk ditelitil dengan caral mengadakan penelusuranl 

terhadap lperaturan-peraturan danl literatur-literaturl yang berkaitanl dengan 

permasalahanl yang lditeliti.14Penelitianl hukum normatifl meletakkan lhukum 

sebagai sebuahl bangunan sisteml norma. Sisteml normayangl dibangun ladalah 

                                                 
13 Amir Hamzah,Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research), Malang: Literasi 

Nusantara, 2020, hlm. 7. 
14 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14. 
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mengenai lasas-asas, lnorma, kaidah ldari peraturan-lperundangan, putusan 

lpengadilan, peranjian, lserta ldoktrin.15 

Metodel yang dilakukan pada penelitianl ini yaitu penelitian hukum 

normative dengan penafsiran hukum yang mengkaji undang-undang 

terkaitpada permasalahan itu sehingga dapat memberikan suatu analisa 

terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.16Penelitianlinildilakukanl denganl 

caral meneliti bahanl pustaka (datalsekunder), dalaml hal inil mengkaji lstudi 

dokumen, yaknil menggunakan berbagail data sekunderl berupa lperaturan 

lperundang-undangan, teoril hukum danl pendapat paral sarjanaluntuk 

mengetahui penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang 

Cipta Kerja.  

3. Sumber Data 

Penelitianl kepustakaanl merupakan penelitianl yang menggunakanl data 

lsekunder. Sumber datanyal berasal dari penelurusan dokumen. lAdapun 

beberapal sumberl yangl digunakanldalam penelitianlini antaral lain lbuku-buku 

lteks, jurnal lilmiah,refrensi lstatistik,lhasil-hasil penelitianl dalam lbentukskripsi, 

ltesis, desertasi,danl internet, sertal sumber-sumberl lainnya 

lyanglrelevan.17Datalsekunder yangldimaksud meliputil bahan hukuml primer, 

lbahan hukumsekunderl dan bahanl hukum tertierl berupa normaldasar, 

                                                 
15 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 33. 
16Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2017, hlm. 133. 
17 Anwar Sanusi,Metodologi Penelitian Bisnis,Jakarta: Salemba Empat,2016, hlm.32. 
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lperundang-undangan, hasill penelitian lilmiah, buku-bukul dan llain 

lsebagainya.18 

4. Metodel Pengumpulan lData  

Teknikl pengumpulanldataldalaml penelitianl inil 

merupakancaralyangldigunakanlolehlpenelitiluntukmengumpulkanldanmenggalild

atalyangbersumberdatalsekunder. Olehl karena sumberl data berupa data-

datatertulis, 

makateknikpengumpulandatadalampenelitianinimenggunakanteknikdokument

asi. Penulis melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau 

artikel, majalah, jurnal, internet, ataupun informasi lainnya terkait ldengan 

lpermasalahan lpenelitian. 

Metodelpengumpulanl data yangl digunakan yaitulstudil kepustakaan 

berkaitanl dengan kajianl teoritis danlreferensi lainl yang berkaitanl dengan lnilai, 

budaya danl norma yanglberkembang padal situasi sosiall yang lditeliti.19 Studi 

kepustakaanl(libraryl research) ataul studi ldokumen, yaitu suatul alat 

pengumpulanl data dilakukanl melalui ldata ltertulis.20 

5. Metodel Analisis lData  

Analisisl datal yangl digunakanlpadal penelitian inil adalah analisal data 

kualitatifl dengan menggunakanlteknik analisisl isi (contentl analysis) ldan 

dengan caral berfikir ldeduktif.Kualitatif adalahl prosedur penelitianl yang 

                                                 
18 Zainal AsikinAmiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004, hlm. 30. 
19 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. R & D,Bandung: Alfabeta,2016,  

hlm. 291. 
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21. 
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menghasilkanl data deskriptiflyaitu sumberl dari tertulisl atau ungkapanl tingkah 

lakul yang diobservasikanldari lmanusia.21 

Analisisl isi dapatl didefinisikan sebagail teknik mengumpulkanl 

danmenganalisisl isi daril suatu lteks. Isi dalaml hal inil dapat berupal kata, 

larti(makna), lsimbol, ide, ataul beberapa pesanl yang dapatl di 

lkomunikasikan.Analisis isil (content lanalysis) adalah sebuahl metode analisisl 

yanglintegratif dan lebihl secara konseptuall untuk lmenemukan, 

mengidentifikasi,lmengolah, danl menganalisisl dokumenl dalaml rangkal untuk 

memahamilmakna, signifikasil dan lrelevansinya.22Caral berfikir ldeduktif, yaitu 

suatul cara lberfikir untuk menganalisisldata denganl mengurai danl 

memposisikan lsebuah deskripsi yangl bersifatgenerall (umum) dijabarkanl pada 

uraianl yang llebih spesifik (lkhusus).23 

Berdasarkanlpenjelasan dil atas, makal pada penelitianl ini analisisl 

datadidapatkanldarilbahan-bahan yangl ada, antaral lainlperaturan lperundang-

undangan, lbuku-buku penunjangldi lperpustakaan, baik lundang-undang 

maupunl buku-bukul yang berkaitanl denganlperlindungan sosiall tenaga lkerja. 

Daril bahan yangl sudah adal dikumpulkan kemudianldianalisis 

lsertadikembangkan denganl bahasa lpeneliti, sehingga diharapkanl 

dapatberkesinambunganl antara datal yang didapatkanl dengan tujuanl 

penelitianlyang ldiinginkan. 

                                                 
21 Burhan Ashafa,Metode Penelitian Hukum,Jakarta: Rineka Cipta, 2013,hlm. 16. 
22 Bungin Burhan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 

hlm.147. 
23 Sutrisno Hadi,Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 36. 
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G. Sistematika Penulisan  

Sistematikal penulisanlmemberikanl gambaranl tentangl isi skripsilini, 

berikutlsusunan sistematikal penulisan skripsil penelitian lini. 

Babl I  lPendahuluan. Memuat tentangllatar belakangl masalah, lrumusan 

masalah, tujuanl penelitian, manfaatl penelitian, tinjauanl pustaka, 

metodel penelitian danl sistematika lpenulisan. 

Babl II  Tinjauanl Konseptual. Babl inilmenguraikan lteori-teori lyang 

menunjang penelitianl ini, antaral lain tinjauanl umum ltentang 

peraturan lperundang-undangan, tinjauanl umum tentanglomnibus law, 

teori negara hukum, dan teori pembentukan hukum.  

Babl IIIl Hasill Penelitianl danl Pembahasan. Babl inil akan menguraikanl hasill 

penelitian danl pembahasan, yaitulasas keterbukaan pembentukan 

undang-undang menurut Undang-Undang lNo. 12l Tahunl 2011l 

tentangl Pembentukan Peraturanl Perundang-undanganl dan lpenerapan 

asasl keterbukaan dalaml proses lpembentukan lUndang-Undangl 

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 

Babl IV lPenutup. Terdiril atas simpulanlyang didasarkan atas hasil penelitian 

dan pembahasan. Sedangkan saran memuat masukan dari penulis 

terkait dengan lhasil lpenelitian. 
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